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ABSTRAK 

Akses kesehatan narapidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi 

manusia yang dijamin oleh undang-undang. Undang-Undang mengakui bahwa 

setiap individu, termasuk Narapidana, memiliki hak yang sama untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan yang memadai. Perlindungan hak asasi manusia adalah prinsip 

fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam setiap sistem peradilan yang adil 

dan manusiawi. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai juga 

merupakan hak asasi yang tidak boleh diabaikan, bahkan bagi mereka yang sedang 

menjalani hukuman pidana. Narapidana adalah individu yang telah dihukum karena 

melanggar hukum dan mereka tetap memiliki hak asasi manusia yang harus 

dihormati, termasuk hak untuk mendapatkan akses yang memadai terhadap 

pelayanan kesehatan. Undang-Undang yang mengatur hak-hak Narapidana harus 

mencakup jaminan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan. Penelitian ini 

di fokuskan pada dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana cakupan hak atas 

pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Bagaimana 

kewajiban Negara untuk pemenuhan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022.  
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